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No. Nama Perda Rekomendasi Simplifikasi
1. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor ... Tahun
... tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Pajak Restoran
3. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Pajak Hiburan
4. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2011 Tentang Pajak Parkir

5. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 24 Tahun
2010 Tentang leP’aljalk Reklame
6. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 21 Tahun
2010 Tentang Pajak Penerangan

Jalan




7. Nomor ahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Pajak Sarang

Burung Walet
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Tabel 2. Tabel Perda tentang Retribusi dan Simplifikasinya
No. Nama Perda Rekomendasi Simplifikasi

1.eraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 24

Tahun 2012 Tentang

Retribusi Izin Gangguan

Dalam peraturan daerah jenis

retribusi daerah ada beberapa opsi:

a. Perda TENTANG RETRIBUSI

PERIZINAN TERTENTU

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah: A. Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan; B.

Retribusi Izin Gangguan; C.

Retribusi Izin Trayek; D.




Retribusi I1zin Usaha Perikanan;
dil

b. Perda tentang Retribusi Jasa
Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah; Retribusi Terminal;
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan;

Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga; Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil;

Retribusi Pelayanan Pemakaman




dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum;

Retribusi Penguijian Kendaraan
Bermotor;

Retribusi Penggantian Biaya
2. eraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 23
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran

3. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin omor 17
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman
Beralkohol

4. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 16
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

5. Peraturan Daerah Kota




7
Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pasar Grosir Dan /
Atau Pertokoan
6. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 13
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pelayanan Pasar
7. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
8. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 8
Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
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Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau




Penyedotan Kakus;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang;

Retribusi Pelayanan Pendidikan;
dan

Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

9. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2012

Tentang Retribusi Terminal

10. eraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 06

Tahun 2012 Tentang

Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk
Dan Akta Catatan Sipil

11. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi

12. Peraturan Daerah Kota




Banjarmasin Nomor 04
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Trayek

13. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor 03 Tahun 2012
Tentang Retribusi Tempat
Pelelangan lkan

14. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 2
Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan

15. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan
16. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Retribusi
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Iayanan Parkir Di Tepi
Jalan Umum dan Tempat
Khusus Parkir

17. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1
Tahun 9011 Tentang
Retribusi Dibidang
Pelayanan Pertanian Dan
Perikanan

18. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2009 Tentang
Retribusi Pelayanan
Dibidang Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

19. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 10
Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Sampah Dan
Pertamanan Serta Retribusi
Kebersihan

20. Peraturan Daerah Kota




Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah
21 eraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor 8 Tahun 2009
Tentang

Retribusi Dan |zin Bangunan
Gedung

22. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 26
Tahun 2008 Tentang
Retribusi Terminal

24. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor 18 Tahun 2008
Tentang

Retribusi Pelayanan Pasar
25. Peraturan Daerah Kota
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Banjarmasin




Nomor 17 Tahun 2008
Tentang

Retribusi Izin Gangguan
26. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor 16 Tahun 2008
Tentang

Retribusi Jasa
Kepelabuhanan

27. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor 5 Tahun 2008
Tentang

Retribusi Perizinan Dan Jasa
Angkutan Sungai, Jasa
Penyeberangan Dan
Penggunaan Dataran Air
28. eraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 4
Tahun 2008 Tentang
Retribusi Perizinan Di
Bidang Angkutan Umum Di

Jalan




Dan Kursus Mengemudi

29. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin

Nomor 17 Tahun 2007
Tentang

Retribusi Izin Usaha
Penyelenggara Salon
Kecantikan Dan Pemangkas
Rambut

30. Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2007 Tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Dan
Perizinan Dibidang
Kesehatan

31 Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 11
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Tahun 2003 Tentang
Retribusi Izin Pelayanan Di

Bidang Kesejahteraan Sosial




Dalam Kota Banjarmasin

4. KESIMPULAN

Obesitas Peraturan Daerah merupakan problem penataan regulasi

yang berdampak pada banyak hal baik berkaitan dengan investasi di
daerah, pemahaman hukum masyarakat yang lemah dan terjadinya
kontradiksi hukum atau aturan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu
diperlukan upaya untuk menangani problem tersebut yaitu dengan cara
simplifikasi atau melakukan penyederhanaan terhadap eraturan daerah.
Gagasan yang ditawarkan dalam makalah ini adalah mengabungkan
peraturan daerah yang sejenis sesuai dengan materi muatan peraturan
daerah tersebut. Dalam melakukan simplifikasi peraturan daerah,
makalah ini menyarankan agar pertama, adanya peraturan menteri dalam
negeri yang mewajibkan seluruh daerah untuk melakukan simplifikasi
terhadap peraturan daerah yang sejenis dan kedua, diperlukan komitmen
pemerintah daerah untuk turut serta melakukan simplifikasi terhadap
peraturan daerah yang berserakan.
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